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PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam

sidang  Hakim  Tunggal telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  cerai  gugat

antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Onggunoi, 28 Agustus 1986, umur

37 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Onggunoi, 09 Januari 1978, umur 45 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Penyuluh

Agama,   tempat  kediaman  di  Kabupaten  Bolaang

Mongondow Selatan,  sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal  05 Desember 2023 telah

mengajukan  gugatan  cerai,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Bolaang Uki,  Nomor  146/Pdt.G/2023/PA.Blu tanggal  05 Desember 2023

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  6  Mei  2009,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Pinolosian dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -

tanggal 6 Mei 2009;
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2. Bahwa  Setelah  Pernikahan  tersebut,  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat  tinggal  di  Rumah  kediaman  bersama  antara  Penggugat  dengan

Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sampai

terjadi perpisahan;

3. Bahwa  selama  dalam  ikatan  perkawinan  tersebut,  Penggugat  dengan

Tergugat  telah  hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah

dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Anak Penggugat dan Tergugat,

tempat tanggal lahir Onggunoi 12 Mei 2011, umur 12 tahun, pendidikan SLTP,

dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  rukun dan

harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan oleh : 

4.1  Tergugat selalu malas-malasan bekerja dan tidak mau mendengar

saran dari Penggugat untuk pergi bekerja;

4.2  Penggugat merasa tidak lagi terpenuhi nafkah batin semenjak tahun

2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah

mencapai puncaknya pada bulan April 2023, dengan kejadian yang sama yaitu

“Tergugat malas untuk pergi bekerja dan tidak mau lagi memenuhi kebutuhan

Penggugat baik nafkah lahir maupun batin” sehingga antara Penggugat dengan

Tergugat  berkomitmen untuk  bercerai  saja,  dan Tergugat  mengantar  pulang

Penggugat kerumah orang tuanya;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut

Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak

berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut

di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat

sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya
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Penggugat  bermaksud  bercerai  dari  Tergugat  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Bolaang Uki;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk  mengajukan  gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19

Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu  Penggugat  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Bolaang  Uki  kiranya  berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya

perkara;

Bahwa  berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  datang

menghadap  dan  kemudian  pada  sidang  selanjutnya  Penggugat  tidak  datang

menghadap  di  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)

Nomor  146/Pdt.G/2023/PA.Blu  tanggal  08  Desember  2023  dan  Nomor

146/Pdt.G/2023/PA.Blu  tanggal  28  Desember  2023  yang  dibacakan  di

persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan

yang sah;

Bahwa  demikian  juga  dengan  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh
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orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa  yang  sah,  meskipun

berdasarkan surat  panggilan  (relaas)  Nomor  146/Pdt.G/2023/PA.Blu  tanggal  08

Desember 2023, Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Blu tanggal 18 Desember 2023, dan

Nomor  146/Pdt.G/2023/PA.Blu  tanggal  28  Desember  2023  yang  dibacakan  di

persidangan,  Tergugat  telah dipanggil  secara resmi  dan patut,  sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan

yang sah;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  ternyata  Penggugat  dan  Tergugat  meskipun

telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  namun  tidak  datang  ke  muka  sidang,

sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan

yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus

dinyatakan gugur;

Sidang Hakim Tunggal

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  disidangkan  dengan  Hakim  Tunggal

berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor

147/KMA/HK.05/5/2019  tentang  Dispensasi/Izin  Sidang  Dengan  Hakim Tunggal

pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a quo termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3  Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat

gugur;

2. Membebankan  kepada  Penggugat

membayar  biaya perkara  sejumlah Rp1.320.000,00 (satu  juta  tiga  ratus  dua

puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan  ini dijatuhkan  pada hari  Kamis tanggal  04 Januari 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal  22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh  Zumma

Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai  Hakim Tunggal  berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  147/KMA/HK.05/5/2019  tentang  Dispensasi/Izin

Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki,  Putusan

tersebut  diucapkan dalam sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga oleh

Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rozakh Saputro, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rozakh Saputro, S.H.

Perincian Biaya Perkara:
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Pendaftaran

Biaya Proses

Biaya Panggilan

PNBP 

Biaya Redaksi

Biaya Meterai

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

     30.000,00

     75.000,00

1.175.000,00

     20.000,00

     10.000,00

     10.000,00
Jumlah Rp 1.320.000,00
(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
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